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Implementation of Regional Regulation of Semarang City Number 11 Year 2000 Against Arranging 
and Fostering of Street Traders In Semarang City conducted by Satuan Polisi Pamong Praja there 
are some cases which one of them is: Order of street vendors (PKL) who build permanent building 
that supposed the building can Dismantled pairs as listed in the Regional Regulation of Semarang 
City No. 11 of 2000 in Chapter V Article 8. 
The type of research used in this research is sociological legal research supported by empirical 
juridical. In relation to the type of research conducted is a sociological legal research because it 
departs from the existence of the gap in the principle / legal norms are blurred and void norms in the 
arrangement of street vendors in the city of Semarang. 
The results showed that in implementing the Local Regulation of City of Semarang Number 11 
Year 2000 on the Arrangement and Fostering of Street Traders in Semarang City, the Pamong Praja 
Police Unit always use the method of arrangement by always trying to dialogue with Street Traders 
to find the best solution between the Police Unit Pamong Praja with a Street Trader to reach a 
mutual agreement. The collective agreement was made in order to avoid rejection at the time of the 
curbing which could result in clash between the Civil Service Police Unit and the street vendors 
which could result in both losses. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kota Semarang merupakan salah satu sentra aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa 
Tengah. Salah satu sektor yang cukup aktif secara ekonomi adalah perdagangan informal dimana 
pelaku utamanya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Seperti halnya Pemerintah Daerah 
(Kota/Kabupaten) lainnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang 
menerapkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai PKL. Peraturan Daerah ini 
didasarkan pada pertimbangan bahwa PKL merupakan bagian dari sektor informal yang 
memberikan kontribusi ekonomis, sosiologi dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, 
keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Semarang. 
Fenomena PKL ini merupakan imbas dari semakin banyaknya jumlah rakyat miskin di 
Indonesia. Mereka berdagang karena tidak ada pilihan lain, mereka tidak memiliki kemampuan 
pendidikan yang memadai, mereka tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik, dan tidak 
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adanya pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari dan untuk membiayai keluarganya ia harus berjualan di jalan. Mereka memilih menjadi 
PKL karena pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu modalnya tidak besar, tidak 
membutuhkan pendidikan yang tinggi, dan mudah untuk dikerjakan. 
Pemerintah kota Semarang sebenarnya telah melakukan penataan terhadap pedaang kaki 
lima dengan membangun los-los di beberapa lokasi seperti loas PKL Kokrosono, los PKL Progo, 
los PKL Pasar waru. Dalam perkembangannya loslos tersebut belum dimanfaatkan oleh para 
pedagang kaki lima secara optimal. Sebagian besar pedagang kaki lima lebih senang beraktivitas di 
luar los daripada menempati los yang telah disediakan pemerintah. Kenyataan tersebut 
menyebabkan penataan pedagang kaki lima belum berjalan secara optimal sesuai yang diharapkan. 
Mencermati fenomena tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menyusun ke 
dalam tesis dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 
2000 Terhadap Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima“. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berpijak pada uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 
2000 terhadap pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota 
Semarang ? 
2. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan dan 
pembinaan pedagang kaki lima di Kota Semarang ? 
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk 
mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan dan 
pembinaan kaki lima di Kota Semarang ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sedangkan tujuan  yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui Implementasi Pengaturan dan Pembinaan pedagang kaki 
lima d Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang. 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pengaturan 
dan Pembinaan pedagang kaki lima di Kota Semarang. 
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3. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Semarang untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan 




1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Terhadap 
Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima d Kota Semarang  
 
Penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang secara teknis dilakukan oleh Kantor Dinas 
Pasar Kota Semarang yang bertugas dan berwenang mengatur keberadaan pedagang kaki lima yang 
ada di seluruh wilayah Kota Semarang, namun pelaksanaan di lapangan dikoordinasikan dengan 
Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan setempat.  
Keberadaan pedagang kaki lima pada dasarnya selalu menempati lokasi-lokasi yang 
strategis, sehingga tidak mengherankan apabila di setiap keramaian pasti ada pedagang kaki lima. 
Para pedagang kaki lima juga menempati lokasi-lokasi yang sebetulnya terlarang untuk digunakan 
seperti trotoar, bantaran sungai, di atas sungai dan sebagainya. Untuk mengatur keberadaan 
pedagang kaki lima di Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000, 
walikota perlu mengeluarkan surat keputusan yang mengatur penetapan lahan/lokasi bagi pedagang 
kaki lima. 
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang yang dalam hal ini 
Walikota Semarang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16/Tahun 
2001 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang. 
Melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Walikota Semarang 
Nomor 511.3/16/Tahun 2001 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di 
Wilayah Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang melakukan penataan pedagang kaki lima di 
Kota Semarang. 
Implementasi Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan 
Polisi Pamong Praja terhadap PKL tidaklah hanya dilakukan kedua subjek yang bersangkutan 
tersebut melainkan banyak pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat, RT, kelurahan, Camat dan 
bahkan Walikota, dinas, dan Perusahaan. 
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2. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengaturan dan 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang 
 
Pada dasarnya dalam setiap pelaksanaan suatu aturan ataupun kebijakan selalu terdapat 
kendala atau hambatan. Demikian pula halnya dengan upaya pemerintah Kota Semarang dalam 
penataan pedagang kaki lima berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang kota tidak terlepas dari 
beberapa kendala yang dihadapinya. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan 
penataan pedagang kaki lima, yaitu
1
 : 
1. Rendahnya Kesadaran hukum PKL 
2. Lemahnya Pengawasan oleh Aparat Penegak Perda Kota Semarang 
3. Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai 
4. Faktor Ekonomi PKL 
Selaian beberapa faktor tersebut di atas, juga terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala 




1) Sebagian anggota/personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang kurang memahami tugas-
tugas yang menjadi tanggung jawabnya, 
2) Kurangnya kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang dimiliki sebagain 
anggota/personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, 
3) Keterbatasan jumlah anggota/personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam 
melaksanakan Penegakan Perda, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. 
4) Kurangnya dan atau keterbatasan dukungan anggaran dari APBD II Kota Semarang untuk 
operasional pelaksanaan Penegakan Perda, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di 
Kota Semarang. 
5) Kurang memadainya, belum adanya keseimbangan dalam pemberian Dana Tunjangan bagi 
anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang terhadap beban kerja/beban jam kerja, tugas 
dan tanggungjawab yang diembannya. 
Kendala-kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang 
Kaki Lima di Kota Semarang juga terjadi karena beberapa faktor
3
 : 
                                                 
1
 Hasil wawancara dengan Bapak Moy, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Semarang, pada tanggal 19 
Juni 2017. 
2
 Hasil wawancara dengan Bapak Endro P Martamtono, Kepala Satpol PP Kota Semarang, pada tanggal 20 Juni 2017. 
3
 Hasil wawancara dengan Bapak Endro P Martamtono, Kepala Satpol PP Kota Semarang, pada tanggal 20 Juni 2017. 
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b). Sumber Daya Manusia 
c). Disposiasi 
 
3. Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Semarang Untuk 
Mengatasi Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan 
Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang 
 
Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa dalam penataan pedagang kaki lima di Kota 
Semarang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, terdapat beberapa kendala 
yang dihadapi. Hasil wawancara dengan Bapak Endro P Martantono, untuk mengatasi kendala-
kendala tersebut, Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut
4
 : 
1. Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap para PKL. 
2. Mingkatkan pengawasan dengan mengadakan penertiban secara bertingkat 
dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota (operasi yustisi) 
3. Mengupayakan lokasi/lahan baru bagi pedagang kaki lima yang belum 
mendapatkan tempat usaha 
4. Memberikan pelatihan dan bantuan modal bagi PKL 
Selain upaya-upaya tersebut di atas, dalam menjalankan tugasnya, dalam rangka pembinaan 
dan penegakan hukum, Polisi Pamong Praja diharapkan selalu menampilkan performa professional, 
khususnya dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan global. Maka dari itu, segenap 
aparat Pol PP diharapkan menjadi aparat yang handal dan mempunyai kemampuan pemikiran yang 




Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan sosok aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Semarang yang professional, khususnya dalam rangka mewujudkan perannya dalam pembinaan dan 
penegakkan hukum, maka beberapa upaya yang telah dilakukan, di antaranya
6
 :  
1) Memantapkan wawasan, keterampilan, dan performance SDM Satuan Polisi 
Pamong Praja menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, salah 
satunya dengan cara membekali Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi 
                                                 
4
 Hasil wawancara dengan Bapak Endro P Martamtono, Kepala Satpol PP Kota Semarang, pada tanggal 20 Juni 2017. 
5
 Hasil wawancara dengan Bapak Endro P Martamtono, Kepala Satpol PP Kota Semarang, pada tanggal 20 Juni 2017. 
6
 Ibid. 
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Pamong Praja Pola 150 Jam Pelajaran; 
2) Membekali Satpol PP Kota Semarang dengan kemampuan dan keterampilan 
taktis dan teknis kepamongprajaan yang memadai. Tujuannya adalah supaya 
gerak langkah anggota Pol PP dalam melaksanakan perannya semaksimal 
mungkin terhindar dari tindakan-tindakan yang menyimpang; 
3) Menjalin kerja sama dengan seluruh unsur masyarakat dalam upaya-upaya 
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 
4) Menjalin kerja sama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta 
aparat penegak hukum lainnya agar tercipta hubungan yang sinergis, 
mengingat beberapa kewenangan yang melekat pada Satpol PP melekat pula 






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Penataan 
Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang, dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 terhadap Pengaturan dan 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja 
selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan 
PKL untuk menemuka solusi yang terbaik antara Satuan Polisi Pamong Praja 
dengan PKL sehingga mencapai kesepakatan bersama. Dalam penertiban PKL di 
Kota Semarang menggunakan langkah yang tepat, sehingga  dalam  penertiban  
tidak  terjadi bentrok  antara  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dengan  PKL, hal  ini  
sekaligus dapat  menciptakan  ketertiban  dan  keindahan kota dengan cara : a). 
Pengaturan Tempat Usaha; b). Perijinan. 
2. Kendala-kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang disebabkan : a). Rendahnya kesadaran 
hukum PKL; b). Lemahnya pengawasan oleh aparat penegak perda kota 
Semarang, c). Relokasi tempat jualan PKLyang tidak strategis dan tidak memadai; 
d). Faktor ekonomi PKL. 
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3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi 
kendala-kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang dengancara : a). Memberikan penyuluhan 
dan pembinaan terhadap para PKL; b). Mingkatkan pengawasan dengan 
mengadakan penertiban secara bertingkat dari tingkat kelurahan, kecamatan 
maupun tingkat Kota (operasi yustisi); c). Mengupayakan lokasi/lahan baru bagi 
pedagang kaki lima yang belum mendapatkan tempat usaha; d). Memberikan 
pelatihan dan bantuan modal bagi PKL. 
 
2. Saran 
Perlu bagi pemerintah Kota Semarang untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih 
komprehensif dalam mengatasi masalah PKL sebagai berikut : 
1. Memperbarui Perda tentang PKL dan mengoptimalkan sosialisi Perda kepaada 
PKL;. 
2. Menyediakan lahan untuk PKL dalam bentuk cluster-cluster sesuai jenis usaha 
secara terintegral seperti halnya pasar tradisional; 
3. Meningkatkan pengawasan dan penegakan perda; 
4. Mengoptimalkan pelatihan kepada para PKL dalam rangka untuk 
meningkatkan usahanya, sehingga di masa mendatang mereka tidak lagi 
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